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ABSTRAK 

Fungsi Koordinasi Vertikal Dalam Pelaksanaan Program 

Posyandu Balita Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang 

 

Zahwa Reza Nafiza Sari 

2003100023 
 

Posyandu Balita adalah satuan wilayah setingkat RW, desa, atau yang setara memiliki 

kriteria tertentu menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan manfaat 

menerima informasi pelayanan kesehatan khususnya kesehatan balita, memantau tumbuh 

kembang balita agar tidak menderita gizi buruk, dan sebagai tempat penyuluhan 

kesehatan bagi anak. Dalam koordinasi vertikal Puskesmas mempunyai peran penting 

dalam membina posyandu desa untuk mengkoordinir terlaksananya program posyandu 

balita upaya pemantauan tumbuh kembang pada balita dapat berjalan lancar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi vertikal dalam pelaksanaan 

program posyandu balita di desa sekip kecamatan lubuk pakam kabupaten deli serdang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi vertikal puskesmas kecamatan ke 

posyandu desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan 

program yang sudah dilakukan dengan optimal melalui koordinasi dengan komunikasi 

dalam bentuk rapat berdasarkan SK dari desa dan perencanaan yang dilakukan dengan 

merancang strategi upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi 

kesehatan pada balita. Puskesmas memberikan pengarahan dan pelatihan secara langsung 

kepada kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan kader terkait pelayanan yang 

diberikan kepada balita dan kerjasama antara puskesmas dengan posyandu desa serta 

kader posyandu sudah berjalan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi sehingga 

tidak memiliki kendala. 

 

Kata Kunci : Koordinasi, Koordinasi Vertikal, Program Posyandu Balita  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan anak di indonesia sendiri terbilang cukup rendah yang 

mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Beberapa dari masalah ini 

termasuk angka kematian anak yang terus meningkat, serta masalah tumbuh 

kembang bayi dan balita. Kesehatan balita menjadi konsen utama bagi pemerintah 

karena anak balita merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dibutuhkan 

perhatian khusus bagi balita agar kesehatan mereka dapat terjamin. Menurut data 

Sunses Maret 2021 menunjukkan Indonesia sebanyak 11,75% anak mempunyai 

keluhan kesehatan atau sakit dan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sebanyak 

20,27% anak mempunyai keluhan kesehatan atau sakit. (Riany, 2022) 

Semakin rendahnya tingkat kesehatan pada anak di Indonesia, menyebabkan 

berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan jumlah kesehatan. Salah satu 

tindakan pemerintah adalah membuka Program Posyandu Balita (Pos Pelayanan 

Terpadu) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Sosial Dasar Di Pos Pelayanan 

Terpadu. Posyandu adalah jenis pelayanan kesehatan yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh masyarakat, untuk dan bersama masyarakat dalam 

menjalankan pembangunan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas 

masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis dan mengurangi angka kematian 

ibu dan anak.  
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Tabel 1.1 Jumlah Posyandu Aktif di Indonesia 2022-2023 

Tahun Jumlah Posyandu 

2022 213.670 unit 

2023 338.881 unit 

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Tabel 1.2 Jumlah Posyandu Aktif Provinsi Sumatera Utara 2022-2023 

Tahun Jumlah Posyandu 

2022 9.050 unit 

2023 9.174 unit 

Sumber : DASHBOARD E-PRODESKEL 

Tabel 1.2 Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Deli Serdang 2022-2023 

Tahun Jumlah Posyandu 

2022 735 unit 

2023 759 unit 

Sumber : DASHBOARD E-PRODESKEL 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah posyandu dari tahun 

2022 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik di 

Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabpaten Deli Serdang. Selain itu, 

perkembangan tersebut membawa dampak positif terhadap tenaga kesehatan.  

Program Posyandu Balita sudah dikenal sejak lama sebagai pusat pelayanan 

kesehatan dasar bagi balita. Program Posyandu Balita sebagai suatu Lembaga 

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang berada di satuan wilayah setingkat 

RW, dusun atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu yang menjadi salah 
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satu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan manfaat menerima informasi 

pelayanan kesehatan khususnya kesehatan balita, memantau tumbuh kembang 

balita agar tidak menderita gizi buruk, dan sebagai tempat penyuluhan kesehatan 

bagi anak.  

Tujuan dibentuknya Posyandu balita adalah untuk membantu memantau 

perkembangan status gizi balita secara menyeluruh sebagai pendeteksi awal, 

penanganan dan konsultasi mengenai stunting berdasarkan dari pencatatan dan 

pelaporan yang diambil dari data hasil penimbangan balita setiap bulan di 

posyandu.  

Secara administratif Desa Sekip terdiri dari 16 dusun dengan luas wilayah 

471 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 16983 jiwa. Selain itu sesuai dengan 

keterangan wilayah, Desa Sekip terletak di dekat Bantaran Kereta Api masih 

termasuk daerah kumuh dan padat penduduk. Penduduk suku Jawa dan terdapat 

beberapa suku lainnya. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah 

sebagai pedagang dan petani.   

Desa Sekip salah satu desa yang  menjadi wilayah kerja Puskesmas Lubuk 

Pakam pada saat Pelaksanaan Program Posyandu Balita. Desa Sekip memiliki 

posyandu balita dengan kunjungan masyarakat yang masih di bawah rata-rata. 

Posyandu ini sudah dijalankan pada tahun 2018 hingga sekarang tahun 2024 

dengan jumlah posyandu balita sebanyak 11 unit dan dilaksanakan pada tanggal 5 

hingga 20 setiap bulannya dengan kader sebanyak 55 kader posyandu, namun 

dalam pelaksanaannya ada 5 jumlah kader yang direkrut di setiap dusun. Dalam 
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hal perekrutan kader ini dilakukan oleh Kepala Desa dan biasanya dilakukan 

dengan sukarela.  

Puskesmas sebagai salah satu institusi pemerintahan memiliki peran penting 

dalam mendukung beberhasilan posyandu untuk memberkan pelayanan kesehatan 

tingkat pertama yanglebih besar, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab 

memberikan edukasi layanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di 

wilayahnya melalui pemantauan petumbuhan balita, termasuk stunting dan upaya 

pencegahannya. 

Berjalannya Program Posyandu Balita karena adanya pembinaan oleh pihak-

pihak terkait yang berkompeten. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pendampingan melalui petugas Puskesmas maupun pelatihan bagi 

para kader posyandu. Maka dari itu dalam mewujudkan fungsi posyandu maka 

pihak Puskesmas dan kader posyandu memiliki peran penting dalam 

pelaksanaannya. Peran Petugas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk membantu 

berjalannya posyandu di Desa agar bisa menanggulangi masyarakat yang 

terdampak dibidang kesehatan yang ada, karena posyandu merupakan 

perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan 

kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Dan kader posyandu mempunyai 

peran penting dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat untuk 

mengikuti program yang diselenggarakan. 

Mengingat bahwa UPT Puskesmas Lubuk Pakam adalah lembaga terdepan 

dalam pelayanan kesehatan, maka dalam menjalankan program posyandu balita  

UPT Puskesmas Lubuk Pakam menjadi  individu terdepan bagi Posyandu Desa 
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dalam hal pemberian arahan dan pengawasan terlaksananya program. Pada 

Pelaksanaannya dalam menjalankan program Posyandu Balita berdasarkan 

fenomena yang ada bahwa kader-kader posyandu tidak bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya, kunjungan ibu dan anak di Posyandu semakin hari 

semakin menurun. 

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berupaya untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Fungsi Koordinasi Vertikal Dalam Pelaksanaan 

Program Posyandu Balita Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten 

Deli Serdang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan penelitian yaitu, bagaimana Fungsi Koordinasi Vertikal dalam 

Pelaksanaan Program Posyandu Balita di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka secara objektif tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Koordinasi Vertikal dalam 

Pelaksanaan Program Posyandu Balita di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Bedasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dalam 

penelitian ini adalah: 
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a) Manfaat secara teoritis yang diberikan oleh peneliti ini adalah untuk 

meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

sehingga dapat di jadikan sebagai bahan rujukan serta referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah. 

b) Manfaat secara praktis, dapat memberikan referensi pemikiran yang positif 

dan membangun mengenai koordinasi dalam pelaksanaan program posyandu 

balita. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan di lakukan secara sistematis, logis dan 

konsisten agar dapat mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka 

sistematika yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini menjelaskan teori tentang Koordinasi, Koordinasi 

Vertikal, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Kader 

Posyandu, dan Program Posyandu Balita. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, 

Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, 
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Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Lokasi 

Waktu Penelitian, dan Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian. 

 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan 

dari Fungsi Koordinasi Vertikal dalam Pelaksanaan Program 

Posyandu Balita di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran mengenai hasil 

penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Koordinasi 

2.1.1. Pengertian Koordinasi 

 Koordinasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Secara etimologis, kata 

‘‘Koordinasi’’ berasal dari bahasa inggris ‘‘Coordination’’ yang berarti 

kegiatan mengatur, menata, atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan 

lancar secara bersama-sama. Oleh karena itu, koordinasi adalah suatu proses 

mengorganisasikan berbagai bagian yang sangat kompleks. 

Koordinasi sama dengan kerjasama: kerjasama adalah kolaborasi antara 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, 

kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, tetapi koordinasi memerlukan upaya 

kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Saputra dkk (2023) Koordinasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang penting karena koordinasi berarti mengikat, mempersatukan 

dan menyelaraskan seluruh kegiatan dan usaha. Perencanaan akan 

mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana maka 

akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun 

dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka 

pendek terintegrasi dengan baik secara harmonis maka penerapan koordinasi 

akan lebih mudah. 
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Menurut Tjokroamidjojo dalam Maramis dkk (2021) Perencanaan akan 

mempengaruhi koordinasi, artinya suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan 

sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan 

efisien. 

Menurut Hasibuan dalam Wildanu dkk (2021) koordinasi adalah 

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-

unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Menurut Kencana dalam Afdhal (2023) ada dua bentuk 

pengkoordinasian yaitu : Pertama, Koordinasi vertikal yaitu kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, 

kesatuan-kesatuan, kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung 

jawabnya. Kedua, Koordinasi horizontal yaitu pengkoordinasian tindakan-

tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan dalam tingkat koordinasi yang setingkat. 

Maka dapat di simpulkan bahwa, koordinasi merupakan proses 

pengaturan, penyatuan, dan pengintegrasian kepentingan bersama dalam 

rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efiseien. Selain itu, 

koordinasi dapat di definisikan sebagai proses mengikat berbagai kegiatan 

atau komponen agar terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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2.1.2. Hubungan Koordinasi Dengan Ilmu Administrasi Publik 

 Administrasi dalam konteks koordinasi adalah seluruh proses kegiatan 

untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber-

sumber yang tersedia secara efektif, bersama-sama dan melalui orang-orang 

yang terkoordinasi dengan menerapkan PEOPLE (planning, executing, 

organizing, persuading, leading, evaluating). Untuk menjelaskan hubungan 

koordinasi dengan sistem fungsi administrasi, menetapkan tujuan adalah 

tugas utama atau inti dari pekerjaan administrator.  

Menurut Regina & Budiman Rusli (2020) Koordinasi dan hubungan 

kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi 

hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang 

efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu 

tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada 

komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang 

berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). 

2.1.3. Ciri-Ciri Koordinasi 

Menurut Handayaningrat dalam Afdhal (2023) Koordinasi merupakan 

proses pengembangan usaha organisasi secara teratur oleh atasan kebawahan 

untuk mencapai tujuan bersama dengan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai 

berikut: 
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1) Tanggung jawab, tanggung jawab koordinasi pada dasarnya terletak pada 

pimpinan oleh sebab itu sering dikatakan bahwa koordinasi merupakan 

tugas pimpinan. namun demikian, dalam prakteknya pimpinan tidak 

mungkin mengadakan koordinasi tanpa ada kerja sama karena kerja sama 

menjadi syarat utama dalam menunjang pelaksanaan koordinasi. 

2) Proses secara terus menerus, koordinasi merupakan tugas yang harsu 

dilaksanakan pimpinan yang bersifat terus menerus atau 

berkesinambungan untuk dikembangkan sebagai tujuan dalam mencapai 

tujuan dengan baik, efektif dan efisien. 

3) Pengelolaan usaha kelompok secara teratur, koordinasi merupakan konsep 

yang disepakati dan ditetapkan dalam sebuah organisasi atau kelompok 

bukan terhadap usaha individu melainkan sejumlah individu yang bekerja 

sama. Dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang 

sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan 

organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas 

pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. 

4) Suatu usaha kerjasama, dengan konsep kesatuan tindakan, dengan 

koordinasi saatu kesatuan usaha harus mengatur setiap usaha dari kegiatan 

individu dengan keserasian untuk mencapai hasil diharapkan bersama. 

5) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, dengan demikian kesatuan 

usaha mengharuskan pengertian terhadap seluruh individu untuk turut 

serta dalam melaksanakan tujuan utama organisasi tempat mereka berada. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemimpin bertanggung 

jawab atas koordinasi, yang berhasil melakukan kerja sama dari seluruh 

bagian organisasi. Koordinasi terdiri dari suatu rencana tindakan yang terpadu 

dan dilaksanakan secara teratur, dan pemimpin bertanggung jawab atas 

pelaksanaannya. 

2.1.4. Tujuan dan Manfaat Koordinasi 

    Menurut Martius dalam Afdhal (2023) tujuan dilakukannya koordinasi 

dalam perusahaan atau organisasi meliputi: 

1) Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. 

2) Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan ke arah tercapainya 

sasaran perusahaan. 

3) Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. 

4) Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. 

5) Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. 

6) Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen sesuai 

dengan arah dan sasaran organisasi atau perusahaan. 

Manfaat koordinasi di dalam organisasi menurut Sutarto dalam Afdhal 

(2023) diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Menghindarkan adanya perasaan lepas dari suatu satuan atau bagian yang 

ada di dalam suatu organisasi. 

2) Menghilangkan anggapan bahwa suatu bagian meruapakan suatu yang 

paling penting dalam organisasi. 



13 

 

 

 

3) Menghindarkan terjadinya pertentangan antara satuan atau bagian yang 

ada dalam organisasi. 

4) Menghindari terjadinya rebutan fasilitas bagian-bagian dalam organisasi. 

5) Meminilmalisir kemungkinan terjadinya kesamaan aktivitas pekerjaan 

atau tugas oleh satuan-satuan pada suatu organisasi. 

6) Mencegah terjadinya kekosongan suatu pekerjaan oleh masing-masing 

satuan atau bagian dalam organisasi. 

7) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya rasa kebersamaan dan 

saling bekerjasama untuk tujuan organisasi yang ditetapkan. 

8) Menumbuhkan keterbukaan untuk mengemukakan permasalahan yang 

dihadapi untuk diselesaikan bersama pihak organisasi. 

9) Menjamin kesamaan langkah dan tindakan oleh masing-masing bagian 

dalam organisasi.  

2.1.5. Indikator Koordinasi 

Menurut Handayaningrat dalam Satlita (2018) indikator dari koordinasi 

sebagai berikut: 

1) Komunikasi  

a. Ada tidaknya informasi 

b. Ada tidaknya alur informasi 

c. Ada tidaknya teknologi informasi 

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi 

a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi 

b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi 
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3) Komptensi Partisipan 

a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat  

b. Ada tidaknya ahli di tiap bidang yang terlibat 

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi 

a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan 

b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan 

c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan 

d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksanaan koordinasi 

5) Kontinius Perencanaan  

a. Ada tidaknya umpan balik dari objek dan subjek pembangunan 

b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan 

2.1.6. Koordinasi Vertikal 

 Koordinasi vertikal adalah kegiatan koordinasi dan pengarahan yang 

dilakukan oleh atasan mengenai kegiatan unit, satuan kerja, yang berada di 

bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Atasan relatif mudah melakukan 

koordinasi vertikal untuk memberikan sanksi kepada petugas yang sulit 

diatur. 

Menurut Hasibuan dalam Deswimar (2018), koordinasi vertikal 

(vertical cordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang 

dilakukan atasan terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di 

bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi 

semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. 
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Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan untuk mencapai tujuan 

bersama diperlukan kerjasama yang baik. 

Menurut Syafi’ie dalam Wardhana (2023) Koordinasi vertikal  

merupakan tindakan  untuk  menyesuaikan kerjasama  antara  instansi  yang 

lebih tinggi kepada instansi lain yang derajatnya lebih rendah. 

Menurut Rahmayani (2019) koordinasi vertikal (Struktural) merupakan 

kendala yang sering kali terjadi karena tugas, kewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing satuan kerja (satuan kerja) kurang jernih. Selain itu, 

ada hubungan dan prosedur kerja juga prosedur yang kurang dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dan terkadang timbul keraguan diantara 

mereka. Sebenarnya hambatan seperti itu tidak perlu karena di antara 

mengoordinasikan hubungan di sana komando dalam struktur organisasi yang 

bersifat hierarkis.  

Berdasarkan uraian di atas, koordinasi vertikal adalah koordinasi yang 

dilakukan berdasarkan unit-unit dalam suatu organisasi yang akan 

menimbulkan hasil efektif di organisasi tersebut. 

Menurut Prayogo (2024) di dalam proses koordinasi vertikal ada 

beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu :  

a. Koordinasi 

Koordinasi dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya harmonisasi di dalam 

suatu kegiatan dengan menjalin hubungan, dimana para pengurus atau 

anggota yang ditempatkan dalam berbagai bidang dihubungkan satu sama 

lain dalam rangka mencapai tujuan. 
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b. Perencanaan 

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan 

terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. 

c. Pengarahan Langsung 

Pengarahan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah 

dikoordinasikan pada setiap bidang dibutuhkan suatu arahan atau 

bimbingan secara langsung. Sebagai usaha yang mengarahkan dan 

menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan 

(integrasi) yang dilakukan secara serasi sehingga organisasi bergerak 

sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.  

d. Kerjasama 

Kerjasama adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai 

tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat terjadi tanpa 

koordinasi, tetapi koordinasi memerlukan upaya kerjasama yang baik 

untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan kerjasama perlu dipelihara 

agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke 

situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan 

efisien. 

Adapun kategorisasi dari penelitian ini adalah: 

2.2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Menurut Azwar dalam Hetmi Wowor dkk (2016) puskesmas adalah suatu 

unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, 
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pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat 

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara 

menyeluruh, terpadu dan beresinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat 

tinggal dalam suatu wilayah tertentu.  

 

 

Dalam pengertian tersebut terdapat empat hal pokok yang dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Unit Pelaksana Teknis 

Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD), 

puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional 

dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama 

serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 

b. Pembangunan Kesehatan  

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa 

Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang 

optimal. 

c. Pertanggung jawaban Penyelenggara 

Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan 

kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, 

sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya untuk sebagian upaya 
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pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan 

kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.  

Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. 

Tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka 

tanggungjawab wilayah kerja (desa/kelurahan/RW). Masing-masing puskesmas 

tersebut secara operasional bertanggungjawab kepada dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan memiliki subunit pelayanan seperti puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa, dan polindes desa. 

2.3. Kader Posyandu 

Menurut Widyaningsih (2020) Kader merupakan fasilitator tenaga kesehatan 

yang berada di tengah masyarakat untuk mengorganisir terlaksananya program 

posyandu serta berperan aktif memberikan motivasi kepada ibu hamil dan ibu 

yang memiliki balita di komunitas setempat. Karena bersifat sukarela, maka tidak 

ada jaminan kader tetap melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dalam 

pelaksanaan program posyandu, seperti kader yang lebih mengutamkan 

keluarganya sendiri dibandingkan dengan jadwal penimbangan posyandu secara 

rutin tiap bulannya. Keberadaan kader sangat dibutuhkan sebagai salah satu sistem 

penyelenggarakan pelayanan di posyandu. Mereka adalah titik awal pelayanan 

kesehatan di komunitas dan merupakan fasilitator bagi warga yang mengalami 

sakit sebelum dirujuk ke puskesmas.  

Kader yang difasilitasi atau didampingi oleh petugas kesehatan puskesmas 

dikenal sebagai pelaksana posyandu. Kader posyandu harus berasal dari 

masyarakat setempat, dapat membaca dan menulis huruf Latin, berminat dan 
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bersedia menjadi kader, bersedia bekerja secara sukarela, dan memiliki waktu dan 

kemampuan untuk bekerja. Kader posyandu harus menjadi pilar utama penggerak 

di bidang pembangunan kesehatan. Kader tersebut setiap bulan berkunjung ke 

posyandu untuk memantau dan memeriksa pertumbuhan balita. 

Tanpa Kader, kegiatan pelayanan kesehatan desa tidak dapat berjalan dengan 

baik karena kader posyandu adalah orang yang paling memahami masyarakat di 

wilayahnya, salah satu tugas mereka adalah mengelola posyandu. Di posyandu, 

kader juga harus memberikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak agar ibu 

yang memiliki balita dapat membantu atau mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan balitanya. Pengetahuan dan keterampilan kader yang kurang 

menjadi faktor penyebab kader tidak mampu memenuhi tugasnya.  

Kader memiliki peran sangat penting karena mereka bertanggung jawab 

untuk mengelola program posyandu dengan baik. Tanpa mereka, program tidak 

dapat berjalan dengan baik. sehingga angka kematian ibu hamil dan bayi 

meningkat, dan risiko stunting juga meningkat. 

2.4. Program Posyandu Balita 

Menurut Sari & Indrawati (2021) Posyandu sudah dikenal sejak lama sebagai 

pusat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita. Kini, Posyandu dituntut 

untuk mampu menyediakan informasi kesehatan secara lengkap dan mutahir 

sehingga menjadi sentra kegiatan kesehatan masyarakat. Keberadaan Posyandu 

sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada 

masyarakat, terutama terkait upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya 

kesehatan ibu dan anak. Peran dan dukungan Pemerintah terhadap Posyandu 
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melalui Puskesmas sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan berbagai 

kegiatan kesehatan di Posyandu.  

Kegiatan pelaksanaan program posyandu di lihat dari sistem 5 (Lima) meja 

yakni, Meja Pendaftaran, Meja Penimbangan Balita, Meja Pengisian Kartu 

Menuju Sehat (KMS), Meja Penyuluhan Kesehatan, dan Meja Pemberian Paket 

Pertolongan Gizi. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar posyandu 

sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni  perbaikan gizi (termasuk 

paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT)), kesehatan ibu dan anak (KIA), 

keluarga berencana (KB), imunisasi, dan penanggulangan penyakit diare (P2-

Diare). 

Kedudukan Posyandu Menurut lokasinya Posyandu dapat berlokasi di setiap 

desa atau kelurahan. Bila diperlukan dan memiliki kemampuan, dapat berlokasi di 

tiap RW, dusun, atau sebutan lain yang sesuai. Kedudukan Posyandu adalah : 

a) Terhadap pemerintah desa atau kelurahan, adalah sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara kelembagaan 

dibina oleh pemerintah desa atau kelurahan.  

b) Terhadap Pokja Posyandu, sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan 

aspek administrasi, keuangan dan program Pokja. 

c) Terhadap berbagai UKBM, adalah sebagai mitra.  

d) Terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan, adalah sebagai satuan organisasi yang 

mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Konsil Kesehatan 

Kecamatan. 
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e) Terhadap Puskesmas, adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di 

bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas. 

Menurut Shakira dalam Raudah dkk (2015) Posyandu Balita merupakan 

wadah komunikasi, transfer teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang 

mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. 

Posyandu juga menjadi wadah kegiatan terpadu program kesehatan balita. 

Jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup:  

1) Penimbangan berat badan 

2) Pengukuran tinggi badan 

3) Pengukuran lingkar kepala 

4) Penentuan status pertumbuhan 

5) Pemberian makanan tambahan 

6) Penyuluhan dan konseling 

7) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, 

imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan apabila ditemukan kelainan, 

segera dirujuk ke Puskesmas. 

Penimbangan balita dilakukan di posyandu setiap 1 bulan sekali. Kegiatan ini 

bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan menemukan penyimpangan 

pertumbuhan balita sedini mungkin. Penimbangan yang kemudian dicatat di KMS 

menunjukkan status pertumbuhan balita. Jika penyelenggaraan posyandu baik, 

upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pertumbuhan anak akan berhasil dan 

stunting dapat dihindari. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskripif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif.  Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian 

dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena dengan 

menceritakan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

Karakteristik dari deskriptif adalah data yang di peroleh berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono dalam Amalia & Izharsyah (2022) metode penelitian 

deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri 

sehingga untuk menjadi instrument maka penelitian harus memiliki bekal teori 

dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan 

mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data secara langsung tanpa 

proses manipulasi untuk memberikan gambaran atau fenomena tentang peristiwa 

yang terjadi hanya dengan menjelaskan sejumlah variabel yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

3.2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dibuat untuk meningkatkan arah peneliti dan 

mempermudah penyusunan skripsi dan penilaian. Berdasarkan judul penelitian, 
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maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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3.3. Definisi Konsep 

Definisi konsep yang digunakan untuk penelitian yang akan diteliti diambil 

dari deskriptif diatas. Fungsi Koordinasi Vertikal Dalam Pelaksanaan Program 

Posyandu Balita di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli 

Serdang, digunakan konsep sebagai berikut : 

1. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan 

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.  

2. Koordinasi Vertikal merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang 

dilakukan oleh atasan mengenai kegiatan unit, satuan kerja yang berada 

Fungsi Koordinasi Vertikal 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengintegrasian Sosial Dasar di Pos 

Pelayanan Terpadu 

1

 

PUSKESMAS 

Posyandu Balita Desa 

Pelaksanaan Program Posyandu Balita 
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dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi vertikal relatif 

mudah bagi atasan untuk dapat memberikan sanksi kepada petugas yang 

sulit diatur. 

3. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, yaitu unit 

pelaksana program kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan dasar. UPT 

Puskesmas bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan 

dasar kepada masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan program 

posyandu balita. 

4. Program Posyandu balita merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan 

untuk anak balita upaya melihat tumbuh kembang serta mencegah dan 

mengatasi terjadinya stunting pada balita. Program posyandu balita yang 

menjadi salah satu kegiatan puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan memberikan perawatan kesehatan pada balita serta memberikan 

edukasi dan dukungan kepada keluarga balita. 

3.4. Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapaun kategorisasi 

dari penelitian ini menurut Prayogo (2024) di dalam proses koordinasi vertikal ada 

beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu :  

1. Adanya koordinasi 

2. Adanya perencanaan 

3. Adanya pengarahan 
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4. Adanya kerjasama 

3.5. Informan/Narasumber 

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan 

informan atau narasumber dengan orang yang berkaitan langsung dengan 

Kordinasi Vertikal dalam Pelaksanaan Program Posyandu di Desa Sekip 

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli : 

a. Informan 1 

Nama   : Hellen Sagala, S.K.M. 

Jabatan   : PROMKES di Puskesmas Lubuk Pakam 

Usia  : 59 Tahun 

Alamat  : Komplek Gizi 

b. Informan 2 

Nama  : Ida Tri Handayani, AM Keb 

Jabatan  : Bidan Desa Sekip 

Usia  : 42 Tahun 

Alamat  : Jln Pembangunan 1 Desa Sekip 

c. Informan 3 

Nama  : Endang Andiani 

Jabatan  : Kader Posyandu Desa Sekip 

Usia  : 40 Tahun 

Alamat  : Jln Bakti 2 Desa Sekip 

d. Informan 4 

Nama  : Kurnia Rizkilia 
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Jabatan  : Kader Desa Sekip 

Usia  : 35 Tahun 

Alamat  : Jln Sempurna Desa Sekip 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Kristanto (2018) teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data yang 

akan dijadikan pedoman dalam pembuatan instrumen penelitian.  

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni: 

1. Data primer  

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian Data 

yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Dalam hal 

ini data diperoleh dengan cara-cara yaitu : 

a) Observasi 

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dengan 

observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di 

lapangan.  

b) Wawancara  

Menurut Sugiyono dalam Fiantika & Maharani (2022) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Teknik pengumpulan data wawancara ialah proses komunikasi atau 
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interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara 

peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya 

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian 

ini. 

c) Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dalam Prawiyogi dkk (2021) mengatakan bahwa studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan 

pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh 

peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahu 

gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer tentang 

pelaksanaan posyandu balita.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah pengumpulan data-data yang releven dengan 

permasalahan yang ada  dan diteliti yang diperoleh dari buku, arsip, referensi 

atau kepustakaan, dokumentasi, serta naskah lainnya untuk mendukung 

penelitian ini. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif yang berarti data disajikan secara keseluruhan dari berbagai 

sumber daya yang dikumpulkan, mempelajari data, menelaah, disusun, dan 

kemudian dikategorikan. Selanjutnya, data dievaluasi untuk memastikan 
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keabsahan dan keakuratannya dengan menganalisisnya sesuai dengan kemampuan 

daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.  

Menurut Iskandar dalam Murdana (2022) teknik analisis data adalah proses 

sistematis dalam mengatur, menganalisis, dan menafsirkan data dalam unit, 

berfokus pada informasi penting dan relevan, dan menentukan apa yang akan  

dibagikan kepada orang lain. 

Menurut Miles, Hubernan & Saldana dalam Abdussamad (2021) teknik 

analisis data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data (Data reduction): artinya merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, serta mencari tema 

dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencari data lebih banyak jika diperlukan. 

b. Pengumpulan data (Data collection): Data yang terkumpul kemudian disusun 

dalam bentuk narasi sehingga membentuk sekumpulan informasi yang 

bertujuan sesuai dengan masalah penelitian. 

c. Penyajian data (Data Display): Melakukan interpretasi data, yaitu 

menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan narasumber sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

d. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): Penarikan 

kesimpulan berdasarkan struktur narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, 

sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. 
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Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini 

berusaha untuk menggambarkan Fungsi Koordinasi Vertikal dalam Pelaksanaan 

Program Posyandu Balita di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten 

Deli Serdang dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan 

narasumber. 

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pengolahan Teknis (UPT) Puskesmas 

Kecamatan Lubuk Pakam Jl. P. Diponegoro, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, 

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan Desa yang dipilih dalam 

pelaksanaan posyandu di wilayah kerja puskesmas yaitu: Desa Sekip Jl. Pantau 

Labu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai 

tempat wilayah kerja Puskesmas dalam pelaksanaan program posyandu balita. 

Dengan rentan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 

2024. 

3.9. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian 

3.9.1. Gambaran Umum Puskesmas Lubuk Pakam 

Puskesmas Lubuk Pakam merupakan Puskesmas non rawat inap yang 

berada di Kabupaten Deli Serdang yang melaksanakan pelayanan kesehatan 

pada masyarakat. Secara Administrasi wilayah kerja UPT Puskesmas Lubuk 

Pakam terdiri dari 4 Desa dan 6 Kelurahan yaitu Desa Sekip, Desa Bakaran 

Batu, Desa Pagar Merbau III, Desa Tanjung Garbus, Kelurahan Lubuk Pakam 

Pekan, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan I & II, Kelurahan Lubuk Pakam 
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Pekan III, Kelurahan Syahmad, Kelurahan Paluh Kemiri, Kelurahan 

Petapahan. Dusun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Desa Sekip.  

Gambar 3.2 Peta UPT Puskesmas dan Desa Sekip Lubuk Pakam 

 

Sumber : Data Sekunder 

3.9.2. Visi, Misi dan Tujuan UPT Puskesmas Lubuk Pakam 

a) Visi 

Terwujudnya masyarakat lubuk pakam wilayah kerja puskesmas lubuk 

pakam yang maju, sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan 

rukun dalam kebhinekaan. 

b) Misi 

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang 

berkesinambungan dan mandiri. 

2. Meningkatkan sistem informasi yang handal. 

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional. 
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c) Tujuan  

Memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan 

terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja 

Puskesmas. 

3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Promkes, Bidan Desa, dan Kader 

A. Tenaga Promosi Kesehatan (PROMKES) 

1) Tugas Pokok Promkes 

a. Melakukan pengolahan data informasi kesehatan 

b. Melakukan analisis data advokasi kesehatan 

c. Melakukan analisis data potensi dan masalah kesehatan masyarakat 

d. Menyusun rencana intervensi pemberdayaan masyarakat dengan 

menggunakan pendekatan ilmu perilaku 

e. Melakukan pendampingan teknis forum/kelompok kerja 

operasional /pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan 

f. Melakukan pemantauan teknis forum/kelompok kerja operasional 

/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan 

g. Melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam 

mengidentifikasikan masalah kesehatan dan potensi wilayah 

h. Melakukan pendampingan dalam proses musyawarah masyarakat 

dalam bidang kesehatan 

i. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat hasil musyawarah masyarakat bidang 

kesehatan 
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j. Menyusun rencana kerja pembinaan kelompok masyarakat dan 

upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) 

k. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembinaan kelompok 

potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat (UKBM) 

l. Menyusun dokumentasi laporan kegiatan kerjasama bidang 

m. Membina dan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu), Polindes serta bentuk upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat lainnya.  

n. Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu. 

2) Fungsi Promkes di Wilayah Kerjanya 

Menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan 

kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. 

B. Bidan Desa 

1) Tugas pokok Bidan Desa 

a. Melakukan pelayanan ibu bersalin sesuai standart 

b. Melakukan pelayanan ibu nifas sesuai standart 

c. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 0-28 hari sesuai 

standart 

d. Melakukan pelayanan kesehatan bayi usia 12-59 bulan sesuai 

standart 
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e. Melakukan pelayanan skrining kesehatan sesuai standart pada usia 

15-59 tahun 

f. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

g. Melakukan pembinaan posyandu Purnama dan Mandiri 

h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pengolahan dan analisa data 

sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap kegiatan program 

KIA/KB 

2) Fungsi Bidan Desa di Wilayah Kerjanya 

a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menangani 

persalinan, pelayanan keluarga berencana dan pengayoman medis 

kontrasepsi. 

b. Menggerakan dan membina peran serta masyarkat dalam bidang 

kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan yang sesuai 

dengan permasalahan kesehatan setempat. 

c. Membina dan Memberikan bimbingan teknis kepada kader serta 

dukun bayi. 

d. Membina kelompok desa wisma di bidang kesehatan. Membina 

kerjasama lintas program, lintas sektoral dan lembaga swadaya 

masyarakat. 

e. Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke 

puskesmas kecuali dalam keadaan darurat harus dirujuk ke fasilitas 

kesehtan lainnya. 
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f. Mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi 

pemakaian klontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit lain dan 

berusaha mengatasi sesuai dengan kemampuannya. 

C. Kader Posyandu 

1) Tugas Pokok Kader Posyandu 

Sebelum hari buka Posyandu, antara lain: 

a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga 

setempat. 

b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu. 

c. Mempersiapkan sarana Posyandu. 

d. Melakukan pembagian tugas antar kader. 

e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya. 

f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan. 

Pada hari buka Posyandu, antara lain: 

a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.  

b. Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung 

ke Posyandu. 

c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi 

buku register Posyandu. 

d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS. 

e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan 

gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT. 
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f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan 

dan KB sesuai kewenangannya. 

g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas 

kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan 

serta tindak lanjut. 

Di luar hari buka Posyandu, antara lain: 

a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu 

nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita. 

b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua 

balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah 

balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku 

KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan 

jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik. 

c. Melakukan tindak lanjut terhadap 

1) Sasaran yang tidak datang. 

2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan. 

d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke 

Posyandu saat hari buka. 

e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan 

menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi 

keagamaan. 
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3.9.4. Struktur Organisasi Puskesmas Lubuk Pakam 

Gambar 3.3 Struktur Kerja Integrasi Layanan Primer UPT 

Puskesmas Lubuk Pakam 

 

  

 

  

  

   

 

     

  

    

     

 

   

 

  

  

 

 

Sumber : Data Primer 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Adanya Koordinasi  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 April 2024 

dengan Ibu Hellen Sagala, S.K.M selaku Promkes UPT Puskesmas Lubuk 

Pakam. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Sudah ada koordinasi dan komunikasi dalam bentuk rapat dengan 

kader itu baik termasuk dengan kepala desa dan ketua tim penggerak 

PKK, koordinasi yang dibahas biasanya mengenai kunjungan balita, 

kami sudah punya jadwal jadi tinggal datang ke posyandu untuk 

melihat pelayanan di sana dan kalau kunjungannya berkurang 

Puskesmas mengarahkan kader untuk mendatangi masyarakat terkait 

apa masalahnya sehingga pelaksanaan posyandu dapat terus berjalan. 

Tidak ada kendala karena koordinasi dilakukan berdasarkan SK dari 

desa, hanya saja masalahnya ada di masyarakat terkadang sudah di 

datangi namun tetap tidak mau hadir ke posyandu’’. 

 

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 29 

April 2024 dengan Ibu Ida Tri Handayani, AM Keb selaku Bidan Desa Sekip. 

Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Penentuan tanggal Posyandu itu bagian dari koordinasi antara 

Puskesmas dengan Posyandu Desa jadi koordinasinya baik. Tidak ada 

kendala dalam menjalankan koordinasi namun kendalanya ada di 

kunjungan masyarakat ketika pelaksanaan program tidak semua 

sasaran hadir sesuai dengan target, sasaran saya di Posyandu balita 

100-120 balita dalam sebulan namun yang hadir hanya 30-40 balita 

berarti masalahnya ada di angka kehadiran kunjungan di Posyandu 

tidak sesuai dengan sasaran dan penyebabnya rata-rata anak di atas 1 

tahun yang sudah tidak ada suntikan tidak hadir atau mereka merasa 

sudah nggak perlu ke posyandu namun tetap kami laksanakan yang 

namanya sweeping dengan kami kunjungi rumah balita yang memang 

tidak hadir ke posyandu’’. 
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Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Endang Andiani selaku Kader Posyandu Desa 

Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Koordinasi antara pihak Puskesmas dengan Desa biasanya 

puskesmas 

menyampaikan ke bidan desa lalu bidan desa menyampaikan ke Kepala 

Desa. Kendala yang dihadapi ada pada saat pelaksanaan Posyandu 

balita kadang balita yang susah untuk dilakukan pengukuran ataupun 

yang disebut rewel dan kunjungan masyarakat masih kurang’’. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 April 2024 

dengan Ibu Kurnia Rizkilia selaku Kader Posyandu Desa Sekip. Beliau 

mengatakan bahwa : 

‘‘Koordinasi puskesmas dengan desa dilakukan dengan baik, 

puskesmas biasanya berkoordinasi dengan kepala desa dan ketua PKK 

jadi tidak ada kendala’’. 

 

4.1.2. Adanya Perencanaan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 29, April 2024 

dengan Ibu Hellen Sagala, S.K.M selaku Promkes UPT Puskesmas Lubuk 

Pakam. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Strategi perencanaan yang dilakukan ada, Posyandu di wilayah 

Puskesmas sudah punya jadwal jadi ada tim yang turun ke lapangan 

sesuai dengan jadwal biasanya ada promkes, gizi, imunisasi dan KIA 

untuk melihat bagaimana perkembangan posyandu. Perencanaan saat 

ini, Posyandu terjadi perubahan transformasi yaitu posyandu ILP dan 

ke depannya akan diubah menjadi serentak dalam pelaksanaannya 

yang disebut terintegrasi jadi seperti itulah pelaksanaan Posyandu 

yang akan datang. Pelayanan yang diberikan Puskesmas dalam 

pelaksanaan posyandu Balita berupa penimbangan, pengukuran tinggi 

badan, imunisasi. Tidak ada kendala’’. 
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Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari 

Senin, 29 April 2024 dengan Ibu Ida Tri Handayani, AM Keb selaku 

Bidan Desa Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Ada perencanaan yang disusun setiap tahun yaitu menyusun jadwal 

pelaksanaan posyandu, program menurunkan angka stunting, cara 

agar masyarakat hadir ke posyandu dan posyandu memiliki minimal 5 

kader berdasarkan jumlah meja yang ada pada pelayanan imunisasi. 

Saat ini akan diadakan posyandu terintegrasi atau disebut ILP artinya 

tidak hanya ibu balita yang hadir tetapi ibu hamil, remaja, lansia 

semua hadir ke posyandu dan lagi dicoba untuk programnya. Tidak ada 

kendala dalam melakukan perencanaan’’. 

 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Kurnia Rizkilia selaku Kader Posyandu Desa 

Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Pasti ada perencanaan yang kami lakukan bersama pihak puskesmas 

mengenai pelaksanaan posyandu balita berupa pelayanan yang akan 

diberikan kepada balita, dan juga laporan apakah ada balita yang 

terkena stunting sehingga pelayanan yang diberikan pada hari buka 

posyandu dapat berjalan dengan baik’’. 

 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Endang Andiani selaku Kader Posyandu Desa 

Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Perencanaan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

balita dengan pengetahuan yang saya dapatkan dari puskesmas.   

Pelayanan yang saya berikan ke balita seperti penimbangan, 

pengukuran tinggi badan, mengukur lingkar kepala, dan sebagainya. 

Tidak ada kendala’’. 
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4.1.3. Adanya Pengarahan  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 April 2024 

dengan Ibu Hellen Sagala, S.K.M selaku Promkes UPT Puskesmas Lubuk 

Pakam. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Saya melakukan pengarahan langsung kepada kader posyandu dan 

masyarakat pada saat akan melaksanakan pembinaan kegiatan 

posyandu balita di desa dengan cara menyampaikan betapa pentingnya 

program posyandu balita ini dengan memberi penyuluhan kepada 

masyarakat dan pelatihan kepada kader posyandu. Pelatihan ini ada 

dari pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan ataupun dari Desa sekali 

dalam setahun dengan anggaran dana Desa untuk 

penyegaran/pelatihan kader posyandu. Namun ada kendala yang 

terjadi ketika kepala desa ganti kadernya juga ganti jadi kalau pihak 

Puskesmas sudah melatih yang kemarin dan untuk yang baru harus 

dilatih lagi dan kader kadang ada yang sibuk dengan urusannya 

sehingga tidak ikut pelatihan ataupun pelaksanaan posyandu’’. 

 

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 

April 2024 dengan Ibu Ida Tri Handayani, AM Keb selaku Bidan Desa Sekip. 

Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Melakukan pengarahan pada kader dengan pelatihan untuk 

menyampaikan informasi mengenai program kepada masyarakat. 

Kader saya tugaskan menghimbau masyarakat yang memiliki balita 

agar datang mengikuti penyuluhan mengenai tumbuh kembang balita 

serta  

pemeriksaan gizi dan PMT (pemberi makanan tambahan). Kemarin 

baru dilakukannya peralihan dari kader yang lama karena pergantian 

perangkat desa ataupun kepala desa kadernya di ganti semua, jadi kita 

laksanakan pelatihan kader tapi yang sifatnya masih hanya koordinasi 

antara Puskesmas dengan desa dan itu biasanya pelatihan kader ada 

dari dinas kesehatan dan Puskesmas kalau yang baru terlaksana baru-

baru ini hanya dari Puskesmas. Dan untuk kader karena posyandu itu 

milik desa bukan milik puskesmas, kami hanya menyediakan fasilitas 

berupa tenaga kesehatan jadi mengenai kader itu semua dikoordinasi 

atau diutus oleh desa dan yang berhak memberi sanksi, memilih siapa 

yang menjadi kader ataupun siapa yang diberi tanggung jawab sebagai 

kader posyandu’’. 
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Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Endang Andiani dan Ibu Kurnia Rizkilia selaku 

Kader Posyandu Desa Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Promkes dan bidan memberikan pengarahan secara langsung dalam 

bentuk pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan posyandu di 

lapangan. Dalam 1 tahun ada 2 kali pelatihan seperti halnya tentang 

pengukuran berat badan, tinggi badan, cek tensi, PMT, imunisasi yang 

tepat untuk balita dan sebagainya. Tidak ada kendala’’. 

 

4.1.4. Adanya Kerjasama 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 April 2024 

dengan Ibu Hellen Sagala, S.K.M selaku Promkes UPT Puskesmas Lubuk 

Pakam. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Kerja sama yang kami lakukan dengan kader dan kepala desa saling 

berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dan saling kompak 

dalam bekerja, saling membantu, memberikan dukungan untuk 

meningkatkan semangat dalam menjalankan program sehingga 

posyandu balita sudah berjalan dengan baik dan Desa Sekip wilayah 

kerja kami yang memiliki Posyandu terbanyak yaitu 11 Posyandu 

Balita yang sudah terlaksana semua. Tidak ada kendala dalam 

menjalankan kerjasama’’. 

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 29 

April 2024 dengan Ibu Ida Tri Handayani, AM Keb selaku Bidan Desa Sekip. 

Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Pemerintah Desa sangat peduli dengan adanya pelaksanaan 

posyandu dan untuk pembiayaan juga termasuk hadirnya juga diberi 

indikasi untuk tanda jasa setiap bulannya, jadi dari situ kita bisa lihat 

ternyata memang pemerintah Desa sangat peduli. Kalau dari kami 

sebagai tenaga kesehatan yang diturunkan ke desa selagi Desa 

memang membutuhkan kami siap melaksanakan pelayanan dan untuk 

kendala tidak ada kita tetap melakukan koordinasi yang baik walaupun 

ada jadwal-jadwal seperti hari merah akan kami gantikan namun tetap 

berkoordinasi karena Desa Sekip ini memiliki 16 dusun dan 11 

posyandu balita yang aktif sehingga kerjasamanya itu bekerja sama 

dengan baik dan tidak ada kendala’’. 
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Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Endang Andiani selaku Kader Posyandu Desa 

Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘‘Saya selaku kader posyandu bekerjasama dengan promkes dan 

bidan desa dengan komunikasi yang baik dan melakukan secara 

bersama-sama dengan tugas yang ada, saling membantu dan 

memberi dukungan atau pun motivasi dengan feedback yang 

didapatkan menambah ilmu para kader sehingga tidak ada kendala 

dalam melakukan kerjasama’’. 

 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 

29 April 2024 dengan Ibu Kurnia Rizkilia selaku Kader Posyandu Desa 

Sekip. Beliau mengatakan bahwa : 

‘’Kerja sama kami lakukan dengan bidan atau promkes sangat baik, 

saling komunikasi di whatsapp sebelum dan sesudah pelaksanaan 

posyandu balita dilapangan, ketika ada masalah dalam pelaksanaan 

posyandu balita kami akan melakukan koordinasi terkait masalah 

tersebut karena posyandu di sini ada 11 posyandu balita yang 

dilaksanakan setiap bulannya dan tidak ada kendala’’. 

  

4.2. Pembahasan 

Di bagian ini hasil dari penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil data sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian. 

Seluruh data yang disajikan diperolah selama penelitian, baik dengan melakukan 

wawancara kepada informan penelitian. 

4.2.1. Adanya Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat/Posyandu Desa 

Menurut Hasibuan dalam Wildanu dkk (2021) koordinasi adalah 

kegiatan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-

pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi 
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berkaitan dengan cara mengintegrasikan berbagai aspek dari pekerjaan dan 

sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan teori tersebut, koordinasi antara UPT Puskesmas dengan 

Lembaga Masyarakat/Posyandu Desa sangat penting dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan melibatkan 

posyandu desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dapat 

meningkatkan tujuan organisasi sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam 

menghasilkan koordinasi yang efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dapat 

ditarik kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan masyarakat dan 

lembaga Desa, sudah berjalan dengan baik, Hal ini dapat lihat cara melakukan 

koordinasi terlebih dahulu antara promkes, bidan desa, kepala desa, ketua 

PKK, dan kader posyandu. Bentuk koordinasi yang dilaksanakan dengan 

komunikasi dalam bentuk rapat untuk memberikan arahan dan informasi 

terbaru mengenai program serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul 

dalam menjalankan program posyandu balita berdasarkan SK dari desa. Ada 

kendala terkait masalah kunjungan pada balita namun dapat diatasi oleh bidan 

desa dengan melakukan kunjungan rumah yang disebut sebagai sweeping 

dibantu oleh kader posyandu. 

4.2.2.Adanya Perencanaan 

Menurut Tjokroamidjojo dalam Maramis dkk (2021) perencanaan akan 

mempengaruhi koordinasi, artinya suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 
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tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan 

sebaik baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan teori tersebut bahwa perencanaan dalam pelaksanaan 

program posyandu balita yang dilakukan puskesmas terhadap posyandu desa 

dalam menjalankan koordinasi vertikal itu ada, dalam melaksanakan 

koordinasi vertikal puskesmas selain memberikan arahan secara langsung 

juga ada perencanaan yang akan mereka lakukan upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa Perencanaan dalam 

melakukan koordinasi vertikal pelaksanaan program posyandu balita sudah 

berjalan dengan baik dilihat dari puskesmas merancang strategi yang efektif 

dalam menjalankan program posyandu balita. Puskesmas sudah melakukan 

evaluasi atau kunjungan lapangan terkait perkembangan program posyandu 

balita yang dilaksanakan sehingga pembimbingan program posyandu yang 

diberikan puskesmas sudah berjalan sangat baik. Ada perencaan baru yang 

akan dilakukan Puskesmas mengenai posyandu terintegrasi yang akan 

dilakukan serentak dalam pelaksanaannya melalui semua jenis posyandu. 

4.2.3. Adanya Pengarahan Langsung 

Menurut Hasibuan dalam Deswimar (2018), koordinasi vertikal 

(vertical cordination) adalah pengarahan yang dilakukan terhadap unit-unit, 

kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung 

jawabnya secara langsung. 
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Berdasarkan teori tersebut, bahwa pengarahan yang dilakukan oleh 

Puskesmas sudah cukup maksimal dilihat dari tanggungjawab dalam 

menjalankan program serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan 

pelatihan kader posyandu. Pembimbingan yang dilakukan oleh puskesmas 

merupakan sebuah proses yang berfungsi untuk memberikan bimbingan, 

arahan, dan dukungan kepada kader posyandu agar mereka dapat mencapai 

tujuan pribadi dan professional kerja, sekaligus mendukung tujuan organisasi. 

Namun ada kendala terkait pergantian kepala desa atau perangkat desa maka 

puskesmas harus melatih kader yang baru dan ada kader posyandu sibuk 

dengan urusan pribadinya sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan ataupun 

pelaksanaan posyandu. 

4.2.4. Adanya Kerjasama 

Menurut Dr.Awaluddin Djamin. M.PA. dalam Tjiptono (2018) 

koordinasi adalah suatu usaha kerjasama anatara badan, instansi, unit dalam 

pelaksanaan tugas-tugas tertentu demikian rupa, sehingga mendapat, saling 

mengeri, saling membantu,dan saling melengkapi. koordinasi vertikal ini 

secara relatif mudah dilakukan untuk mencapai tujuan bersama diperlukan 

kerjasama yang baik. 

Berdasarkan teori tersebut, puskesmas telah menunjukkan dedikasi 

yang tinggi dalam memberikan dukungan kepada kader dalam menjalankan 

program posyandu balita dengan saling membantu dan memberi dukungan 

baik indikasi ataupun tanda jasa yang diberikan dengan menciptakan 
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lingkungan kerja yang harmonis dengan begitu akan membuat kerjasama 

yang baik. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

yang dilakukan Puskesmas dengan Posyandu Desa sudah berjalan dengan 

baik karena dalam melakukan kerjasama terjadinya komunikasi dan 

koordinasi yang baik dilihat dari program posyandu balita di desa sekip 

wilayah kerja puskesmas sudah berjalan dengan baik dengan jumlah 11 

posyandu balita aktif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada 

seluruh narasumber bahwa tidak adanya kendala yang terjadi dalam 

melaksanakan kerjasama pelaksanaan program posyandu balita. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas maka 

penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Koordinasi Vertikal dalam Pelaksanaan 

Program Posyandu Balita di Desa Sekip Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan 

dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terbukti dari beberapa 

indikator sebagai berikut : 

a. Koordinasi yang dilakukan Puskesmas dengan lembaga masyarakat/Posyandu 

Desa sudah berjalan dengan baik,  dilihat dari cara melakukan koordinasi 

terlebih dahulu antara promkes, bidan desa, kepala desa, ketua PKK, dan 

kader posyandu dengan komunikasi dalam bentuk rapat untuk memberikan 

arahan dan informasi terbaru mengenai program serta mengatasi hambatan-

hambatan yang muncul dalam menjalankan program posyandu balita 

berdasarkan SK dari desa. Ada kendala terkait masalah kunjungan pada balita 

di posyandu namun dapat diatasi oleh bidan desa dengan melakukan 

kunjungan rumah yang disebut sebagai sweeping dibantu oleh kader 

posyandu. 

b. Perencanaan dalam melakukan koordinasi vertikal pelaksanaan program 

Posyandu balita yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, Puskesmas 

merancang strategi yang efektif dan melakukan evaluasi atau kunjungan 

lapangan guna melihat pelayanan atau perkembangan program Posyandu 

balita yang dilaksanakan dan ada perencaan baru yang akan dilakukan 
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mengenai posyandu terintegrasi yang akan dilakukan serentak dalam 

pelaksanaannya. 

c. Pengarahan yang dilakukan oleh Puskesmas sudah cukup maksimal dilihat 

dari tanggungjawab dalam menjalankan program serta memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan kader Posyandu. Namun ada 

kendala terkait pergantian kepala desa atau perangkat desa maka Puskesmas 

harus melatih kader yang baru dan kader ada yang tidak mengikuti pelatihan 

ataupun pada saat pelaksanaan posyandu di lapangan dikarenakan sibuk 

dengan urusan pribadinya.  

d. Kerjasama yang dilakukan Puskesmas dengan Posyandu Desa  sudah berjalan 

dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi serta memberikan dukungan 

kepada kader dalam menjalankan program posyandu balita dengan saling 

membantu baik indikasi ataupun tanda jasa yang diberikan dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sehingga program posyandu 

balita di desa sekip wilayah kerja puskesmas sudah berjalan dengan baik 

dengan jumlah 11  posyandu balita aktif dan tidak adanya kendala dalam 

menjalankan kerjasama pelaksanaan program posyandu balita. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran untuk 

menindaklanjuti hasil penelitian tersebut. Adapun saran-saran yang disampaikan 

adalah sebagai berikut. 

a. UPT Puskesmas Lubuk Pakam disarankan koordinasi vertikal yang pada awal  

terbentuknya sudah berjalan baik hendaknya tetap dipertahankan, baik dalam 
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membina program posyandu ataupun memberikan pengarahan kepada kader 

agar koordinasi puskesmas dengan pihak desa lebih erat dan tidak ada 

kendala- 

kendala yang terjadi dikemudian hari dalam pelaksanaan kegiatan program 

posyandu balita. 

b. Disarankan kepada kader posyandu agar lebih meningkatkan lagi usahanya 

untuk memberitahu masyarakat untuk hadir ke posyandu agar semakin banyak 

masyarakat yang mengunjungi dan mengikuti kegiatan posyandu balita. 

c. Kader harus meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawabnya baik itu dalam 

pelaksanaan posyandu ataupun pelatihan kader yang sudah menjadi tugasnya 

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 
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SK-3 PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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SK-4 UNDANGAN PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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